
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG �PPANG 
NOMOR '? TAHUN 2016 

TENT ANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

Meriimbang: bahwa sebagai tindak: Ianjul ketenluan Pasal 4 ayat (5) 
Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 64 Tahun 201� tentang 
Penerapan Standar Akuntarisi Pemerintahan Berbasis Akrual, 
maka perlu menetapkan Peraturan Rupati tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemcrintah Daerah Berbasis Akrual; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pernbentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tarnbahan 
Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nornor '.28 Tahun 1999 tentang 
Penyelengguraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Ncpot.isrne (Lembaran Negara Republik lndoncsia 
Tahun 1999 Nomor 7S, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nornor 3851}; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nornor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan 
Pengclolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200"1 Nornor 
66, T,unbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Duerah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia. 
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5587) sebagairnana telah bebcrapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 
Tahun 2015 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia nomor 5679); 



7. Undang-Undang Nomor 33 Tuhun 2004 tentang Pcrirnbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 
4438}; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemcrintah Nornor 8 Tahun 2006 teruang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
2!1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4614); 

10. Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar /\kuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 5165); 

11. Perat.uran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tah un 2006 
tentang pcngelolaan keuangnn daerah sebagairnana Lelah 
beberapa kali diubah lerakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negcri Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
lentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidcnreng Rappang Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah [Lcmbaran Dacrah Nomor 11 Tahun 2007); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN 
AKUNTANSI 
AKRUAL. 

BUPATI TENTANG 
PEMERINTAH DAERAH 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

KEBIJAKAN 
BERBASIS 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sidcnreng Rappang. 
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang mernimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

3. Bupati adalah Bupari Sidcrire ng Rapparig. 
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan pernerintahan 
daerah yang dapat dinilai dengan uang termusuk di 
dalarnnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 
dengan hak clan kcwajiban Daerah. 

5. Standar Akuntansi Pernerintahan yang sclanjutnya 
disingkat SAP adalah prinsip-prineip Akuntansi yang 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan la poran 
kuangan pernerintah. 



6. Pemyataan Standar akuntansi pemcrintahan yang selanjutnya disingkat 
PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal cfcktif. 

7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pcncatatan, pengukuran, 
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejudian keuangan, 
pcnyajian laporan serta penginterprctasian atas hasilnya. 

8. Kcrangka Konscptual Akuntansi Pernerintahan adalah prinsip-prinsip 
yang rnendasari penyusunan clan pcngembangan Siandar Akuntansi 
Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pernerintahan dan 
merupakan rujukan penting bagi Kornite Standar Akuntansi 
Perncrintahan, penyusun laporan keuangan, dan perneriksa dalarn 
mcncari pernecahan alas sesuatu rnasalah yirng belum diatur secara jclas 
dalarn Pernyataan Standar Akuniansi Pernerintahan. 

9. Sistcm Akuntansi Pernerintah Dacrah yang selanjutnya disingkat SAPD 
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelcngga ra, peralatan clan 
elemen lain untuk mewujudkan Iungsi akuntansi sejak analisis transaksi 
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi 
pemerintahan daerah. 

10. Kebijakan ak untansi adalah prinsip-prinsip, dasur-dasar, konvensi­ 
kcnvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan. 

11. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksl 
dan pcristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhalikan saat kas atau setara kas diterirna atau dibayar. 

12. Basis Kas adalah basis akuntansi yang rnengakui pengaruh rransaksi clan 
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

13. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 
pendapatan , belanja dan pernbiayaan berbasis kas serta mcngakui asct, 
utang dan ekuitas dana bcrbasis akrual. 

14. Entitas Pelaporan adalah unit pemerint.ah yang tcrdiri dari satu atau lebih 
ernitas akuntansi yang menurut ketcntuan pcraturan perundang­ 
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bcrupa 
laporan keuangan. 

LS . Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 
anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
mcnyusun laporan keuangan unluk digabungkan pada entitas pelaporan. 

BAB II 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasal 2 

(1) Kcbijakan akuntansi Pernerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis 
Akrual, 

(2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilengkapi 
dengan kerangka konseprual kebijakan akuntansi Pernerintah Dacrah. 

(3) Kerangka koriseptual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercanturn 
dalarn lampiran I yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 3 

(1) Kebijakan akuntansi pemeriniah daerah sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) terdiri atas kebijakun akuruansi pelaporan keuangan dan 
kcbijakan akuntansi akun. 



(2) Kcbijakan akuntansi pelaporan keuangan mernuat penjclasan atas unsur­ 
unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalarn penyajian 
pelaporan keuangan, 

(3) Kebijakan akuntansi akun rnengatur definisi, pengakuan, pcngukuran, 
pcnyajian dan pengungkapan transaksi atau pcristiwa scsuai dcngan 
Pernyataan PSAP yang terdiri atas : 
a. pcrnilihan metodc akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SJ\P; dan 
b. pengaturan yang lebih rinci alas kebijakan akuntansi dalarn SAP. 

{4} Kebijakan akuntansi pemerintah dacrah sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) berlaku bugi enutas akuntansi dan enl..itas pelaporan pemerintah 
daerah. 

(5) Kebijakan akuntansi scbagairnana dirnaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam 1ampiran n yang merupakan bagian tidak terpisah kan dari 
peraturan Bupati ini yang terdiri dari : 
a. Kebijakan Akunransi Pelaporan Keuangan; 
b. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Kebijakan Akuntansi Laporan Neraca; 
d. Kcbijakan Akuntansi Laporan Operasional dan Laporan Perubahan 

Ekuitas; 
e. Kebijakan Akunlansi Laporan Arus Kas; 
f. Kcbijakan Akuntansi Laporun Catatan atas Laporan Keuangan; 
g. Kebijakan Akuntansi Kas don Setara Kus; 
h. Kebijakan Akuntansi Piutang; 
i. Kebijakan Akuntansi Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang; 
J. Kebijakan Akuntansi Persediaan; 
k. Kebijakan Akuntansi Invcstasi; 
l. Kebijakan Akunlansi Dana Bergulir; 
m. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap; 
n. Kebijakan Akuntansi Kapitalisasi Aset Tetap; 
o. Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalarn Pengcrjaan; 
p. Kcbijakan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap; 
q. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya; 
r. Kcbijakan Akumansi Asct Tak Berwujud: 
s. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan; 
t. Kcbijakan Akuntansi Kewajiban; 
LL Kebijakan Akuntansi Pcndapatan-10 
v Kebijakan Akuntansi Pendapatan-Ll-A 
w. Kebijakan Akuntansi Beban; 
x. Kcbijakan Akuntansi Belanja; 
y. Kebijakan Akuntansi 'Transfer; 
z. Kcbijakan Akuntansi Bantuan Sosial; 
au. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; 
bb. Kebijakan Akuntansi Hibah; 
cc. Kebijakan Akuntansi Retensi; 
dcl. Kcbijakan Akt rn+arrs i Korc ks i Keaalo.hrm ; da n 
ee. Kebijakan Akuntansi Laporan Konsolidasian. 

BAB III 
PELAPORAN KEUANGAN 

Pasal 4 

(1) Dalarn rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, Entitas Pelaporan wajib mcnyusun dan menyajikan 
Laporan Keuangan Tahunan yang paling scdikit mernuat : 



a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan pcrubahan SAL 
c. ncraca; 
d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas; 
f. laporan perubuhan ekuitas; 
g. catatan atas Iaporan keuangan. 

(2) Dalarn rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pcndapatan 
dan Belanja Daerah, Entitas Akuntansi wajib menyusun Laporan 
Keuangan Tuhurian, yang paling sed ikit. niernuat: 
a. laporan realisasi anggaran: 
b. laporan operasional; 
c. laporan pcrubahan ckuitas; 
d. neraca; dan 
e. catatan atas laporan keuangan. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Bupaii ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupari 
Sidcnreng Rappang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Sidenrcng Rappang sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 201 5, dicabut chm dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 6 

Pcraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundarigkan. 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penernpatannya dalam berita daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 

KEPALA SPKD 
SEKRETARlS 

Ditetapkan di Pangkajcne Sidenreng 
pada tanggal, 4 ]t;jn1101v1 ;..o/6 

BUPATI SIDE , G RAPPANG, �
 

I 

Diundangkan di Pangkajene Sidcnreng 
pada tanggal, "4 j1AV1Votrr P.DI& 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, a 

RUSLAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHON 2016 NOMOR '? 
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